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ratus sembilan juta lima ratus
delapan puluh lima ribu tujuh ratus
tiga puluh satu rupiah)
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Tahun

2021

2021

2021

2021

Pemberi
Penghargaan

Kepala Kepolisian
Daerah Sulawesi
Selatan

Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda
Sulsel

Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda
Sulsel

Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda
Sulsel

Penghargaan

Telah  berhasil mengungkapkan
kasus tindak pidana korupsi yang
menjadi perhatian publik dan telah
mendapatkan apresiasi pimpinan
KPK pada kasus korupsi
Pembangunan gedung puskesmas
Batua di Dinas Kesehatan Kota
Makassar dengan total kerugian Rp.
22.670.516.871 (dua puluh dua
milyar enam ratus tujuh puluh juta
lima ratus enam belas ribu delapan
ratus tujuh puluh satu rupiah)

Telah berhasil membawa
Ditreskrimisus Polda Sulsel sebagai
peringkat pertama se-Indonesia
dalam penyelesaian Perkara
Tipidkor Tertinggi Tahun 2020

Telah berhasil membawa
Ditreskrimisus Polda Sulsel sebagai
peringkat ke enam se-Indonesia
dalam penyelamatan keuangan
negara melalui Sita/Blokir

Telah
penanganan dugaan tindak pidana
korupsi pekerjaan pembangunan
Puskesmas Batua Kota Makassar
tahap | (satu) 2018 yang menjadi
perhatian  publik dengan nilai
kerugian negara cukup besar senilai
Rp. 22.670.516.871 (dua puluh dua
milyar enam ratus tujuh puluh juta
lima ratus enam belas ribu delapan

berhasil melakukan

ratus tujuh puluh satu rupiah)
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Tahun

2021

2021

2021

2020

2020

2019

Pemberi
Penghargaan

Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda
Sulsel

Pemerintah Kota
Makassar

Pemerintah Kota
Makassar

Direktur Reserse
Kriminal Khusus Polda
Sulsel

Direktorat Sekolah
Dasar Direktorat
Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah
Kementrian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Kepolisian Daerah
Nusa Tenggara Timur
Direktorat Reserse
Kriminal Khusus

Penghargaan

Telah berhasil melakukan
penyelamatan kerugian keuangan
negara tertinggi se Polda Sulsel
tahun 2020 sebesar Rp. 4.
050.646.402

Atas Capaian Kinerja sagat baik
dalam rangka pemulihan kerugian
negara tahun 2021 berdasarkan
MOU antara pemerintah Kota
Makassar dan Kepolisian Daerah
Sulawesi Selatan.

Atas capaian kinerja sangat baik
dalam rangka pemulihan kerugian
negara semester | Tahun 2021 Kota
Makassar sebesar 12.460.874.108

berdasarkan MOU antara
Pemerintah Kota Makassar dan
Kepolisian Daerah Sulawesi
Selatan.

Telah berhasil dalam penyelesaian
perkara dan pengembalian kerugian
negara melebihi target.

Telah berperan aktif atas
pengungkapan tindak pidana
korupsi penyalahgunaan bantuan

pemerintah di Direktorat Sekolah
Dasar, Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia
tahun 2017 pada Dinas Pendidikan
Kabupaten  Bantaeng, Provinsi

Sulawesi Selatan

Atas dedikasi dan Kinerja selama
bertugas di Ditreskrimsus Polda
NTT
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Pemberi

Penghargaan
Penghargaan gharg

Tahun

Prestasi kinerja dan dedikasi
pengabdian penyelesaian perkara
tindak pidana korupsi melebihi
target yang ditentukan tahun 2013

Kepala Kepolisian
2014 Daerah Nusa
Tenggara Timur

Prestasi kinerja dan dedikasi
pengabdian penyelesaian perkara
tindak pidana korupsi melebihi
target yang ditentukan tahun 2013

Kepala Kepolisian
2013 Daerah Nusa
Tenggara Timur

PUBLIKASI ILMIAH

Internasioanal journal dengan judul Responsibilities of Committing
Officers in the Implementation of Hospital Construction Auctions in
South Sulawesi. Journal Dimensie Management and Public Sector,
2022.

Jurnal Internasional Terindeks Scopus dengan judul Transparency of
commitment making officials (PPK) in the Implementation of auctions of
goods and services in the health sector in South Sulawesi Province.
International Journal of Health Sciences, 2022

Jurnal Internasional Terindeks Scopus Q3 dengan judul
Responsiveness of Commitment Making Officials in the Implementation
of Goods and Services Auction for Hospital Construction in South

Sulawesi Province. NeuroQuantology an Interdisciplinary Journal.

INTERNASIONAL SEMINAR

Prosiding Bereputasi Internasional Scopus dengan Responsiveness of
Commitment Making Officials in the Implementation of Goods and
Services Auction for Hospital Construction in South Sulawesi Province.
International Conference on Communication, Policy and Social Science
(INCCLUSI), 2022.
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S

Tender NonTender  Pencatatan NonVender  Pencatatan Swakelols P

Jenis
Pengadaan
Nama K/LPD

Tampilan 25

Kode
16278036

15184036

15176036

15175036

15172036

15001036

14366036

14342036

14315038

14283036

=

Semua -

Kementerian Kesehatan

Nama Paket

Pameran Kesshatan

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 85.000.000,00

Goody bag dengan pesan kesehstan

Langsung Ulang ][ spse 4.4

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 82.500.000,00

Goody bag dengan pesan kesehatan [Pengadaan Langsung Batal | spse 44 ]

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
Pembuaian Leaflet (spee 44]

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 60.000.000,00

Pembuatan Poster

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 118.988.000,00

Radio Spot spes 44)

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 105.000.000,00

Bembugten Leaflet TEC

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 50.000.000,00

Pembuatan Leafiet TBC | L Batal L

Ulang | (spee 44

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Pembuatan Leaflet 1Bc| L Batal | (spse 44
Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak bejum dibuat

Pembuatan Poster TBC
Pengadaan Barang - TA 2021 - Pengadaan Langsung
Nilai Kontrak : Rp. 99.990.000,00

Tampilan 1 sampai 10 dari 10 data

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika paket tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Cari:

Tahapan
Paket Sudah Sejesai

Paket Sudah

Paket Sudah Selesai

Paki ah S

Paket Sudah Selesai

Pak; h i

Paket Dibatalkan

Paket Dibatatkan

Paket Sudah Selesai

HPS
85t

8254t

8250t

120 4t

105 Jt

50 Jt

50 Jt

100 Jt
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5875038

5178036

5177036

5048038

5026036

4991036

4984036

| Nama Paket

Selanj2 Jass Lainnys (Distribusi Obat 24 KabiKota (Tender Batat ) (spse 4]

Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilal Kontrak belum dibuat

Biaya P ngan Materi;

Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Biaya Paket Penggeraken Massa (p= 3]
Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah

Sistem Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Biaya Distribusi PMT Bumil KEK dari P Ki n P
Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Biaya Distribusi MPAS!

Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Bi Radio SPOT di Kab / Kota [sps= 7]
Jasa Lainnya - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakuaffikasi Satu File Harga Terendah Sistem

Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Pengadaan Barang - TA 2017 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah
Sistem Gugur
Nilsi Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Tampilan 1 sampai 20 dari 20 data

*) Link Harga Penawaran hanya muncul jika tender tersebut menggunakan metode pascakualifikasi satu file

Tender Batal

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

ita dari Provinsi ke Kab/Ko!

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan

Tahapan

Tender Batal

Tender Sudah Selesai

Te h Selesai

Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesai

a

HPS
3124 0t

488,7 it

889,7 Jt

186M

23M

21M

2896 4t

206,6 Jt
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S

Jender NonTender Pencatatsn NonTender  Pencafatan Swakelola  Pencatatan Pengadaan Danurat
Jiie Semua - Tabwm Semua ~
Pengadaan Anggaran
Nama K/L/PD Kamantiseion Kigshathts - Nama Penyedia o0 pemenang
Tampilan 25 data
6211036 Penyebariuasan informasi melslui Advetorial TV di Provinsi Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilsi Kontrak belum dibuat
6186036 Mm@mmmmmm Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
6176036 Belania Pakel Informasi Keluaraa Sahiat { Flyer dan Ampios Kementerian Kesehatan
Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah
Sistem Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
6174036 Penye! f i melalui Stasion TV lokal di Provinsi Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
5051036 Pemasangan Material Media Luar Ruang di Tempat Umum di Provinsi(spse 4 Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualfikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
6046036 Pemasangan Material Media Luar Ruang di Pelayanan Kesehatan di Kab/Kot (sps=4) ian Keseh
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
602103 Belanja Bareng Polo T, Shirt Gemnas, dan Toni Gemas (Lokus 2018) (5752 1) Kementerian Kesehatan
Pengadaan Barang - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendsh
Sistem Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
5906036 Pemasangan Material Media Luar Ruang di Tempat Umum di Kab/Kota (epee 4 Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
5902035 Pemasangan Material Media Luar Ruano i Kantor Dinas Kesehalan di KabKota (555 4]
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
5895036 Belania Jasa Lainnya (Distribusi Obat 24 KabiKota (Spse 4] Kementerian Kesehatan
Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur
Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat
5879036 Penyiaran Radio Spot di Kab/Kota Kementerian Kesehatan

Jasa Lainnya - TA 2018 - Lelang Sederhana - Pascakualifikasi Satu File Harga Terendah Sistem
Gugur

Nilai Kontrak : Nilai Kontrak belum dibuat

Cari:

Tahapan
Tender Sudah Selesai

Ten jah Selesai

Ie 1 i

Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesal

Tender Sudah Selesal

ender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesai

Tender Sudah Selesai
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3600t

2491 4t

350 4t

2754 4t

491 Jt

67224t

239,64t

3124 4t

21M



TAHUN 2016

NO

PERIHAL

PELAPOR l KET J

Laporan dugaan tindak pidana korupsi pengaduan askes LSMUCW

radiologi RSUD La Tammala Kab.Soppeng T.A 2015

TAHUN 2017
NO PERIHAL PELAPOR KET
1 Laporan dugaan KKN serta penyalahgunaan jabatan dan Lembaga Swadaya.
wewenang yang diduga dilakukan oleh PLT Direktur RS Andi | Masyarakat Mahatidana
Makkasau Pare-pare (DR. H. Muh. Yamin) terkait masalah
hutang obat, Dana Silpa TA. 2014 dan TA. 2015 serta
pembangunan selasar Rawat Inap dan Rawat Jalan di RS
Makkasau Pare-pare TA, 2016
TAHUN 2018
NO PERIHAL PELAPOR KET
1 Laporan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan | LSM Kapak
gedung instalasi Gizi RSUD Kota Makassar TA. 2017
2 Laporan dugaan tindak korupsi proyek pembangunan gedung | LSM Kapak
Direktur (Gedung D) RSUD Kota Makassar TA. 2017
3 | Laporan pengaduan dugaan korupsi proyek pembangunan LSM Perak
gedung Farmasi dan gedung Poli RSUD Haiji TA. 2017
4 Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan | Lembaga Pemerhati Anti
Puskesmas Kab. Gowa Coruption Education
5 Penyampaian adanya dugaan penyimpangan pada Forum Kajian
pengaanggaran penghapusan limbah di RSUD Lanto Dg. Masyarakat Jeneponto
Pasewang TA. 2017
TAHUN 2019
NO PERIHAL PELAPOR KET
1 Laporan Indikasi Korupsi Pembangunan Gedung Perawatan | Aliansi Masyarakat
RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle Anti Korupsi
2 Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengadaan alat | LSM PERAK
Kesehatan RSUD HAJI Makassar TA. 2018
3 Laporan tentang dugaan tindak pidana korupsi di jajaran Dinas | Fokus
Kesehatan Kota Pare-pare
4 Pengaduan dan keberatan atas evaluasi dan penetapan | PT Raya Sinergi
pemenang serta jawaban sanggahan panitia tender paket
pakerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kab. Jeneponto
5 Laporan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan | Gasikindo
Kab. Bone
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TAHUN 2020

NO

PERIHAL

PELAPCR

KET

Laporan pengaduan tentang dugaan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan dan Mark-Up

Anggaran pada:

1.Pembangunan Gedung Rawat Inap RS. Sawerigading
Kota Palopo Tahun Anggaran 2019.

2 Rehabilitasi Gedung Pengelolahan Makanan (Instalasi
Gizi) RS. Sawerigading Kota Palopo Tahun Anggaran
2019.

LAKSUS

Dugaan Korupsi Pembangunan Lanjutan Tahap il Gedung
Rawat Inap Kelas |, Il dan il {Gedung B) RSUD Labuang
Baji Makassar TA. 2019.

SEPAK INDONESIA

Laporan terkait Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air
Limbah (IPAL) pada Dinas Kesehatan Kab. Bulukumba

Arsyad Pagiling, SH

Pengaduan Terkait RS. Salewangan Maros

LSMKIPFARI

Laporan pengadaan alat kesehatan di RSUD Haji Makassar
dan RSUD Labuang Baji Makassar

LAKSUS

Pelaporan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan
Gedung Perawatan Puskesmas Dinas Kesehatan Kab.
Gowa TA, 2017

Saprianto Syah, S.SP

Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan
Pembangunan Gedung Puskesmas Batua Tahap | Pada
Dinas Kesehatan Kota Makassar TA. 2018.

Alinast Masyarakat

Laporan Paket Pembangunan Puskesmas Bontomangape
pada Dinas Kesehatan Kab. Takalar

LAKSUS

Laporan Indikasi Korupsi Pembangunan UGD RSUD H. A.
SULTAN DG RADJA Kab. Bulukumba TA. 2017

Abdul Gani Didu, SH

10

Pengaduan masyarakat mengusut tuntas perkara korupsi
yang terjadi di Dinas Kesahatan Kota Parepare tahun 2017
dan 2018

FA & REKAN

11

Laporan Pengaduan Perbuatan Melawan Hukum Proyek
Pembangunan Gedung Puskesmas Jumpandang Baru
Tahap | Tahun ANggaran 2019 Oleh Dinas Kesehatan dan
Tahap |l Tahun Anggaran 2020 Oleh Dinas Pekerjaan
Umum Kota Makassar.

LAKSUS

12

Penyampaian Indikasi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi
(Mark - Up Harga) atas Pembangunan IPAL Puskesmas
Buludoang Kec. Bangkala Barat pada Dinas Kesehatan
Kab. Jeneponto TA. 2019

LSM ARAK

13

Laporan Dugaan Korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan
Gedung Puskesmas Tanralili Dinas Kesehatan Kab. Maros
APBD Pokok TA. 2019,

Muhammad Abi
Mappasaile

14

Dugaan tindak pidana korupsi Kota Palopo TA. 2018 yang
dialokasikan untuk pembangunan Puskesmas Wara Kota

SAKRAL
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Palopo

15

Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi Tahun Anngaran
2018 sampai dengan 2019 di RSUD Lanto Daeng
Pasewang Kab. Jeneponto

Simpul Pergerakan
Mahasiswa dan Pemuda

16

laporan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana
korupsi pembangunan ruang perawatan Rumah Sakit
Daerah Tenriwaru Kab. Bone TA. 2017-2019

Aliansi Masyarakat
Bersatu Anti Korupsi

17

Penyalahgunaan anggaran penanganan dan
penanggulangan COVID-19 di RSUD Syekh Yusuf Kab.
Gowa

Sakral

18

Laporan dugaan kasus korupsi Dana Cavid-19 pada Dinas
Kesehatan Kab. Bone

Laskar Arung Palakka

19

Laporan pengaduan dugaan KKN proses lelang paket
pekerjaan gedung C Rumah Sakit DR. Tadjuddin Chalik
pada Pokia Pemikhan ULP Rumah Sakit DR. Tadjuddin
Chalick Makassar

AR. Arsyad, SH

20

Proyek pembangunan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa TA.
2017 5.d 2020

Liar Advokasi Rakyat (Liar
Anti Korupsi)

21

tLaporan atas dugaan adanya tindak pidana kerupsi di Dinas
Kesehatan Kab. Sidrap dan dugaan Suap kepada oknum
Kejaksaan Negeri Sidrap

BPLKPNPA

22

Laporan Dugaan Pembangunan Fasum Mako Biddokkes dan
Pemeriksaan Kesehalan Berkala pada Biddokkes Polda Sulsel
TA. 2020

Ardyansyah, SH

23

Laporan pengaduan proyek pengadaan Timbunan Tanah
Rumah Sakit Internasional Kab. Takalar pada Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Takalar yang di Biayai dari APBD
TA. 2019,

LAKSUS

24

Laporan dugaan pemotongan pembayaran pembebsan
lahan pekarangan rumah untuk pembangunan puskesmas
Embo dan pemotongan pembayaran Kec. Tamalatea Kab.
Jeneponto

LSM L-PK2 Kab. Jeneponto

25

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum pada Rumah Sakit
Khusus Daerah ibu dan Anak (RSKDIA) Siti Fatima yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus APBN TA. 2016.

26

Pembangunan Rumah Sakit dr HASRI SINUN HABIBIE
pada Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare yang dibiayai APBD
TA. 2019
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TAHUN 2021

NO

PERIHAL

PELAPOR

KET

Pengaduan Masyarakat atas penaganan perkara tipikor
oleh Polres Pare-pare dalam mengusut tuntas pihak-
pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana korupsi di
Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare Tahun 2017 dan 2018

IFA & Rekan

Korupsi dana bantuan operasional kesehatan (BOK) TA.
2017, 2018, 2019 dan 2021 yang dikelola oleh Dinas
Kesehatan dan Puskesmas Kab. Enrekang.

SAKRAL

Tindak pidana korupsi pembangunan IPAL pada 8
Puskesmas pada Kecamatan di Kab. Toraja Utara TA.
2020 Dinas Kesehatan Kab. Toraja Utara

RAPSI

Laporan terkait rumah sakit khusus daerah DADI
Makassar tahun 2020

MATA AR

Laporan dugaan korupsi terkait penerimaan Dana DAK
Non Fisik di Dinas Kesehatan Kab. Pinrang TA. 2019 dan
2020

Masyarakat Pemerhati
Korupsi

Laporan tekait kegatan pembangunan gedung rawat inap
RSU Nene Mallomo Kab. Sidrap TA. 2021

ldut

Lampiran tentang dugaan tindak pidana korupsi TA. 2019
Dinas Kesehatan Kab. Jeneponto

GPMI

Laporan Terkait tindak diberikan dana insentif berupa
uang Jasa JKN dan BOK oleh Puskesmas Turikale Kab.
Maros

Aulia Rahmawati, AMd.
Keb

Laporan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat
kesehatan puskesmas Binamu dan Bontoramba TA. 2019
serta pembangunan baru Puskesmas Embo (Registrasi
baru) dan Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Binamu Kota
pada Dinas Kesehatan Jeneponto 2020

Aliansi Masyarakat
Penegak Keadilan Anti
Korupsi Sulsel

10

Laporan tindak pidana korupsi pembangunan gedung
puskesmas Marusu, Tompobulu pada Dinas Kesahatan
Kota Maros Prov. Sulsel.

Komunitas Anti Korupsi

1

Adanya dugaan korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh
oknum pihak RSUD Barru

LSM GERAK INDONESIA

12

Pelaporan dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan
pembangunan fisik gedung operasi RSUD Kab. Barru TA.
2020

DPP GCW

13

Pengadaan IPAL Puskesmas pada Dinas Kesehatan
Kab. Tana Toraja TA. 202¢

14

pengadaan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Sayang
Rakyat terkait Rehabilitasi Gedung Perawatan Pasien
Covid 19 dan Pembangunan Gedung Skrining Tahun
2020.

15

Rehabilitasi Gedung Perawatan Layanan Rujukan
Infection Centre Covid 19 Rumah Sakit Umum Daerah
Sayang Rakyat Tahun 2020
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16

Pengadaan barangflasa di Dinas Kesehatan Kab.
Soppeng TA. 2020 yang diduga MARK UP dan Barang
Tidak sesuai spesifikasi

Aliansi Masyarakat bersatu
anti korupsi

17

Pengaduan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan
rehabilitasi gedung perawatan |, Il dan Il Rumah Sakit
Batara Siang TA. 2019

Aliansi Masyarakat Bersatu
Anti Korupsi

18

Penyalahgunaan Uang Persediaan pada Kas Keuangan
Rumah Sakit Daya Makassar pada TA. 2020.

19

Melakukan kecurangan pelaksanaan lelang dan indikasi
suap dan atau pemalsuan dokumen sehunbungan
dengan tender konsultan perencanaPembanguan Rumah
Sakit Regional Kelas C Kab. Bone TA. 2021 pada ULP
Prov. Sulsel

20

Dana Alokasi Khusus Reguler Sarana dan Prasarana
Penunjang dan Bidang Kesehatan Rumah Sakit
Lasinrang Kab. Pinrang yang bersumber dari Dana DAK
APBN Kementrian Kesehatan RI TA. 2016

21

Pana Alokast Khusus Reguler Sarana dan Prasarana
Penunjang dan Bidang Kesehatan Rumah Sakit
Lamadukkeng Kab. Wajo yang bersumber dari dana DAK
APBN Kemenfrian Kesehatan Rl TA. 2016
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PESERTA DAN MASYARAKAT

Narasumber;

* Kepala Dinas Kesehatan Sulsel
« Agen pengadaan
- Penyelenggara swakelola

+ Penyedia
« LSM
Kewajiban 1

- Bagaimana koordinasi PPK dengan lembaga diatasnya dalam

penyelenggaraan lelang barang dan jasa?

Bagaimana anda melihat kinerja PPK dalam menjalankan tugas dan
fungsinya dlaam proses lelang barang dan jasa?

Bagaimana anda melihat pelaksanaan tugas PPK dalam urusan
administrasi dan finansial lelang barang dan jasa?

Bagaimana anda melihat kinerja PPK dalam penyusuan rencana dan
penetapan spesifikasi teknis letang barang dan jasa sektor kesehatan?
Bagaimana anda melihat cara PPK dalam penentuan tim ahli dan tim
pendukung dalam proses lelang barang dan jasa sektor kesehatan?
Bagamana anda menilai kinerja PPK dalam penetapan kontrak lefang
barang dan jasa disektor kesehatan?

Bagaimaan kinerja PPK dalam melakukan evaluasi pada setiap

pengerjaan program?

Pengendalian

Tanggung jawab

W N

o

Apakah anda mengetahui SOP penyelenggara lelang khususnya PPK?
Sejauh mana kontrol pemerintah provinsi/kabupaten terhadap PPK
dalam pengadaan barang dan jasa?

Apa saja lembaga yang mengawasi kerfja PPK dalam pengadaan
barang dan jasa?

Sejauh mana keterlibatan publik dalam melakukan kontrol terhadap
kinerja PPK?

Sejauh mana penerapan sangsi terhadap pelanggaran yang dilakukan
oleh PPK?

Bagaimana sikap dinas kesehatan terhadap PPK yang terlibat proses
hukum?

hON=

o

Apa anda mengetahui regulasi tentang lelang barang dan jasa?
Bagaimana sikap PPK jika menerima keluhan atau kritikan dari anda?
Sejauh mana ketaan PPK terhadap aturan yang ada?

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, sejauh mana PPK menguasai
sektor yang dilelang khususnya bidan kesehatan?

Dalam 5 tahun terakhir, bagaimana anda melihat kinerja PPK
khususnya dalam lelang barang dan jasa sektor kesehatan?

Daya tanggap

w N

Bagaimanase penyelenggara lelang barang dan jasa merespon
keluhan anda?

Jika anda melakukan komplain, seberapa cepat respon yang diberikan
penmyleenggara lelang barang dan jasa?

Bagaimana standar profesionalisme yang diterapkan PPK dalam
menjalankan tugas?

Bagaimana perbedaan respon saat proses lelang barang dan jasa
masih manual dan bersifat online?

Apa yang periu dibenahi dalam hal akuntabilitas kinerja PPK dalam
Heang barang dan jasa?
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9.

Bagaimana mekanisme penyerahan serta apa pesyaratan yang

harus dipenuhi untuk dapat menyerahkan ke PA/KPA?

Pengendalian

1.

Bagaimana koordinasi anda dengan lembaga atasan anda (kepala
dinas/gubemur/bupati) dalam hal penyelenggaraan lelang barang
dan jasa?

. Apakah dalam SOP lembaga anda memuat publikasi pelanggaran

atau kesalahan yang dilakukan?

. Sejauh ini apakah ada pelanggaran SOP yang pemah terjadi pada

proses lelang barang dan jasa?

. Bagaimana sistem pengawasan yang diterapkan untuk memastikan

tugas pokok dan fungsi anda terlaksana?

. Bagaimana strategi lembaga anda dalam meminimalisir kesalahan

dan pelanggaran SOP dalam menjalankan tugas anda sebagai
PPK?

Tanggung
jawab

. Apa saja yang menjadi tugas utama PPK?
. Apa saja aturan yang harus dilaksanakan PPK dalam menjalankan

tugas?

. Bagaimana pertanggung jawaban kinerja PPK dalam setiap proses

elang barang dan jasa?

. Bagaimaan tingkat antusias masyarakat dalam memberikan

masukan terhadap perbaikan proses lelang barang dan jasa?

. Selama 5 tahun terakhir, berapa tingkat kesalahan prosedur dalam

proses lelang barang dan jasa?

. Selama 5 tahun terakhir, apakah ada kasus hukum yang terjadi

pada lelang barang dan jasa yang menyebabkan PPK terjerat kasus
hukum?

Daya tanggap

o o ow

. Sejauh mana anda memberikan penjelasan kepada peserta lelang

terkait pekerjaan yang dilelang?

Apa saja yang sering menjadi keluhan dan komplain peserta lelang
dalam proses lelang barang dan jasa?

Bagaimana penyelenggara lelang barang dan jasa dalam
menanggapi keluhan dari peserta lelang?

Bagaimana penyelenggara lelang barang dan jasa dalam
menanggapi kritikan masyarakat?

Apa yang peru dibenahi dalam hal akuntabilitas kinerja PPK
dalam lelang barang dan jasa?
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Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

PENYELENGGARA LELANG

Narasumber:

» Tim Pokja lelang proyek dinas Kesehatan Sulawesi Selatan
PPK Puskesmas Batua, kota Makassar

» PPK Rehabilitasi puskesmas Bone

» PPKRS internasional Kabupaten Takalar

= PPK RS Daerah Tenriawaru Bone

+» PPKRS Fatimah

« PPKRSUD nene mallomo Sidrap

* PPK RSUD Suithan Dg. Radja Bulukumba

» PPK RSUD Syekh Yusuf, kabupaten Gowa

= Pengelola LPSE Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator

Pertanyaan

Transparansi

Bagaimana perkembangan sistem lelang barang dan jasa?(dari
manual ke online)?

Bagaimaan proses seleksi/mekanisme lainnya sehingga anda
ditunjuk sebagai penyelenggara (PPK dan pokja) lelang barang
dan jasa?

Bagaimana akses publik terhadap proses lelang barang dan jasa?
Apakah ada laporan rutin terkait kinerja lembaga anda dalam
penyelenggaraan lelang barang dan jasa?

Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) publikasi proses
lelang barang dan jasa yang diterapkan?

Bagaimana anda sebagai PPK melakukan transparansi terhadap
proses Administrasi, teknis dan finansial pada lelang barang dan
jasa?

Bagaimana cara anda menjaga akurasi informasi yang terbaru
terkait informasi lelang barang dan jasa?

kewajiban

N =

(4]

v

~N >

. Apa saja tugas pokok dan fungsi anda dalam penyelenggaraan

lelang barang dan jasa?

. Media apa saja yang digunakan untuk mengumumkan lelang

barang dan jasa?

. Bagaimana sistem penyusunan rencana dan penetapan spesifikasi

teknis pada pelaksanaan lelang barang dan jasa. sektor
kesehatan?

. Apa saja persyaratan dalam penentuan tim ahli dan tim pendukung

dalam proses lelang barang dan jasa sektor kesehatan?

. Bagaimana mekanisme penerbitan pelelangan umum maupun

pelelangan terbatas?

. Bagaimana mekanisme mengundang penyedia jasa?
. Bagaimana mekanisme serta syarat yang harus dipenuhi dalam

penetapan kontrak letang barang dan jasa disektor kesehatan?

. Bagaimaan sistem laporan evaluasi pada setiap pengerjaan

program?
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Kabupaten Sidrap

No

Kasus

Pelapor

Tahun

Laporan atas dugaan adanya
tindak pidana korupsi di Dinas
Kesehatan Kab. Sidrap dan
dugaan Suap kepada oknum
Kejaksaan Negeri Sidrap

BPI-KPNPA

2020

Laporan tekait kegatan
pembangunan gedung rawat inap
RSU Nene Mallomo Kab. Sidrap
TA. 2021

[dul

2020

Pembangunan Ruang Perawatan
Rawat Inap Dan Icu Rumah Sakit
Daerah Nene Mallomo Kab. Sidrap

2018-2020

Kabupaten Bone

No

Kasus

Pelapor

Tahun

Laporan dugaan tindak pidana
korupsi pada Dinas Kesehatan
Kab. Bone

Gasikindo

2019

Laporan dugaan kasus korupsi
Dana Covid-19 pada Dinas
Kesehatan Kab. Bone

Laskar Arung
Palakka

2020

laporan penyalahgunaan
wewenang dan tindak pidana
korupsi pembangunan ruang
perawatan Rumah Sakit Daerah
Tenriwaru Kab. Bone TA. 2017-
2019

Aliansi Masyarakat
Bersatu Anti
Korups

2020

Melakukan kecurangan
pelaksanaan lelang dan indikasi
suap dan atau pemalsuan
dokumen sehubungan dengan
tender konsuitan
perencanaPembanguan Rumah
Sakit Regional Kelas C Kab. Bone
TA. 2021 pada ULP Prov. Sulsel

2021
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Kasus Kabupaten Gowa

Pembangunan Gedung Perawatan
RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle

Anti Korupsi

No Kasus Pelapor Tahun
1 Laporan dugaan tindak pidana Lembaga 2018
korupsi pada Pembangunan Pemerhati Anti
Puskesmas Kab. Gowa Coruption
Education
2 Proyek pembangunan RSUD Liar Advokasi 2017 -2020
Syekh Yusuf Kab. Gowa Rakyat (Liar Anti
Korupsi)
3 Pelaporan dugaan Tindak Pidana Saprianto Syah, 2020
Korupsi Pekerjaan Gedung S.SP
Perawatan Puskesmas Dinas
Kesehatan Kab. Gowa TA. 2017
4 | Penyalahgunaan anggaran Sakral 2020
penanganan dan penanggulangan
COVID-18 di RSUD Syekh Yusuf
Kab. Gowa
Kabupaten Takalar
No Kasus Pelapor Tahun
1 | Pembangunan rumah sakit 2019
Internasional Kab. Takalar
2 | Laporan Paket Pembangunan LAKSUS 2020
Puskesmas Bontomangape pada
Dinas Kesehatan Kab. Takalar
3 Laporan pengaduan proyek LAKSUS 2020
pengadaan Timbunan Tanah
Rumah Sakit Internasional Kab.
Takalar pada Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Takalar yang di Biayai
dari APBD TA. 2019
4 | Laporan Indikasi Korupsi Aliansi Masyarakat 2019
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Kota Pare-Pare

No

Kasus

Pelapor

Tahun

Laporan dugaan KKN serta
penyalahgunaan jabatan dan
wewenang yang diduga dilakukan
oleh PLT Direktur RS Andi
Makkasau Pare-pare (DR. H. Muh.
Yamin) terkait masalah hutang
obat, Dana Silpa TA. 2014 dan TA.
2015 serta pembangunan selasar
Rawat Inap dan Rawat Jalan di RS
Makkasau Pare-pare TA. 2016

Lembaga
Swadaya
Masyarakat
Mahatidana

2017

Laporan tentang dugaan tindak
pidana korupsi di jajaran Dinas
Kesehatan Kota Pare-pare

Fokus

2019

Pembangunan Rumah Sakit dr
HASRI AINUN HABIBIE pada
Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare
yang dibiayai APBD TA. 2019

2020

Pengaduan Masyarakat atas
penaganan perkara tipikor oleh
Polres Pare-pare dalam mengusut
tuntas pihak- pihak yang terlibat
dalam perkara tindak pidana
korupsi di Dinas Kesehatan Kota
Pare-Pare Tahun 2017 dan 2018

FA & REKAN

2021
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Kasus Kota Makassar

No

Kasus

Pelapor

Tahun

Pembangunan Gedung
Puskesmas Batua Tahap | Pada
Dinas Kesehatan Kota Makassar

Alinasi Masyarakat

2018

Laporan Pengaduan Perbuatan
Melawan Hukum Proyek
Pembangunan Gedung
Puskesmas Jumpandang Baru
Tahap | Tahun Anggaran 2019
Oleh Dinas Kesehatan dan Tahap
Il Tahun Anggaran 2020 Qleh
Dinas Pekerjaan Umum Kota
Makassar.

LAKSUS

2020

Laporan pengaduan dugaan KKN
proses lelang paket pekerjaan
gedung C Rumah Sakit DR.
Tadjuddin Chalik pada Pokja
Pemilihan ULP Rumah Sakit DR.
Tadjuddin Chalick Makassar

AR. Arsyad, SH

2020

Laporan dugaan tindak pidana
korupsi proyek pembangunan
gedung instalasi Gizi RSUD Kota
Makassar TA. 2017

LSM Kapak

2018

Laporan dugaan tindak korupsi
proyek pembangunan gedung
Direktur (Gedung D) RSUD Kota
Makassar TA. 2017

LSM Kapak

2018

Penyalahgunaan Uang Persediaan
pada Kas Keuangan Rumah Sakit
Daya Makassar pada TA. 2020.

2021
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Kasus Sulawesi Selatan

No

Kasus

Peiapor

Tahun

Pembangunan gedung Farmasi
dan gedung Poli RSUD Haji Suisel

LSM Perak

2017

Laporan terkait rumah sakit
khusus daerah DADI| Makassar
tahun 2020

MATA AIR

2021

Pengadaan fasilitas Rumah Sakit
Umum Daerah Sayang Rakyat
terkait Rehabilitasi Gedung
Perawatan Pasien Covid 19 dan
Pembangunan Gedung Skrining
Tahun 2020.

2021

Dugaan Korupsi Pembangunan
Lanjutan Tahap Il Gedung Rawat
Inap Kelas |, il dan il (Gedung B)
RSUD Labuang Baji Makassar TA.
2019.

SEPAK
INDONESIA

2020

Laporan pengadaan alat
kesehatan di RSUD Haji Makassar
dan RSUD Labuang Baji Makassar

LAKSUS

2020

Laporan Dugaan Pembangunan
Fasum Mako Biddokkes dan
Pemeriksaan Kesehatan Berkala
pada Biddokkes Polda Sulsel TA.
2020

Ardyansyah, SH

2020

Pengadaan Alat-Alat Kedokteran
Umum pada Rumah Sakit Khusus
Daerah Ibu dan Anak (RSKDIA)
Siti Fatima yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus APBN TA.
2016.

2020

Pengaduan dugaan Tindak Pidana
Korupsi terkait pengadaan alat
Kesehatan RSUD HAJI Makassar
TA. 2018

LSM PERAK

2020
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